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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 48/II/TAHUN
2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA

TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka perencanaan pen5rusunan Peraturan
Bupati Taoa Toraja yang terarah, terpadu, terprograrn darl
sesuai prioritas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana
Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program

Pembentukan Peraturan Bupati Tara Toraja Tahun Anggaran

2026i

bahwa sehubungan dengan adanya usulan rancangan
peraturan bupati yang belum tercantum dalam Program
Pembentukan Peraturan Bupati Tana Tor4ja Tahun Anggaran
2026, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor
48/ll/Tahun 2026 ter,tal]g Program Pembentukan Peraturan
Bupati Tana Toraja Tahun Anggaral 2026 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dal huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahal Atas Keputusan Bupati Tana
Toraja Nomor 48/II/TaIun 2026 tentang Program
Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran
2O261

Undang-Undarg Nomor 12 Ta}run 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali tera}hir dengal Undaig-Undang Nomor 13

Tahul] 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan /
Perundang-undargan (Lembaran Negara Republik lndonesia/
lah].]lj, 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

BUPATI TANA TORAJA,



Menetapkan :

KESATU :
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tel]tar.g Kabupaten

Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia 'fah].lJf 2024 Nomor 333, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor a0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimala
telah diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12O Tahun 2018 tentalg Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ta-na Torqia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dai Susunal Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor

10, Tambalan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 19), sebagaimana telal diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tala Toraja Nomor 4 Tahun 2022 ter:tal:g
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten TaIa Toraja
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
"fah]'rr, 2022 Nomor O4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (l,eIr,baran Daerah Kabupaten TaIa
Toraja Tahun 2025 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati TaIa Torqia Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Benja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor
48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturar
Bupati Tana Toraja Talrun Anggaran 2O26 sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupat<an bagian
tidak terpisalkan dari Keputusan Bupati ini.



-3-

KEDUA

KETICA

Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisalkan
dari Keputusar Bupati Tana Toraja Nomor 4al\lTahlrn 2026
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja
Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Makale
pada

RAJA,

Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian -sel di Makassar;2. Kepala Biro Hukum Setda provinsi wesi Selatan di Makassar;3. Para Kepala Perangkat Daerah

Tempat;
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di

4. Direktur RSUD Lakipadada di Mal<ale;
5. Para Kepala Bagiarr Lingkup Setda di Tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATITANA TORAJA NOIIOR 48 /II/TAHUN
2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATITANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO TENTANG MATERI POKOK
STATUS PELAKSANAAN II{STANSI TERKAIT KET

BARU UBAH
I 2 3 4 5 6 7 8
1 Tata Cara Perhitungan dan PbmEagian Rincian

Alokasi Dana Lembang, bagi hasit pajak dan
retribusi dad APBD Kabupaten Tana Toraja kepada
lembang Tahun Anggaran 2026

I\,4engatur Pedoman Tata Cam Perhitungan dan
PembagEn Rrndan Alokasi Dana Lembang dan
APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2026

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP
43 Tahun 2014

DPML

2 Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap
Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah
lembang dan BPL, Tambahan Penqhasitan Kepala
Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar
Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di
Lembang Tahun Anggaran 2026

ldengatlrr Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap
Pemerintah Lembanq, BPL, Tambahan Penghasilan
Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL,
Standar Biaya Perialanan Dinas dan Biaya Transporl
di Lembang Tahun Anggaran 2026

Undang-lJndang Nomor 6 Tahun 2014, PP
43 Tahun 20'14

DPML

3 Tunjang an THR dan Gaji Keligabelas yang
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026

I\,,lengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji
Ketigabelas yang bersumber dari APBD

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023 BPKPD

4 RKPD Tahun 2027 a. Pendahuluan
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. Rencana Keda dan Pendanaan Daerah
i Kinerja Penyelengqaraan Pemerintah Daerah
g. Penutup

Permendagri 86 Tahun 2017 Semua OPD

ahan RKPD Tahun 2026 a. Pendahuluan
b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. l,
c. Ke6ngka Ekonomi dan Ke[rangan Daerah
d. Sasarah dan Priodlas Pembangunan Daerah
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
g. Penutup

Permendagd 86 Tahun 2017 Semua OPD

6 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun
2025-2029

Mengatur mengenai Peta Jalan Pembanqunan
Kependudukan Tahun 2025-2029

Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan
Kependudukan

DP3AP2KB

7 Penanggulangan Tubeiculoss Pengaturan mengenai penanggulangan tuberculosis
di fasilitas layanan kesehatan

Perturan Prcsiden Nomor 67 Tahun 2021
tentang Penanggrlangan Tuberculosis

Dinas Kesehatan

5



I Tata Cara Pemindatanganan, Pemusnahan dan
Penghepusan Barang M lik Deerah

P€naturan mengenai Tata Cara Pemindatanganan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Mihk Daerah

Permendagri 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

BPKPD

I Transaksi Non Tunai Lembang Pengatuan mengenai Transaksi Non Tunai
Lembang

Insfuksi Bupat Tana Toraja Nomor 119
Tahun 2019 tentang Pelaks€naan
TraBaksi Non Tunai

Bagian Perekonomian den
SDA Setda

10 Penyesuaian Ta.if Air Manum PerusahEen Umum
Daerah Tirta Buisun

Pengaturan mengenai Penyesuaran Tanf Arr Minum
Perusahaan lJmum Daerah Tirta Buisun

Menteri Delam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan Oan Pengtapan
Terif Air Minum

Bagian Perokonomian dan
SDA Setda dan
Perusehaen umum Daerah
Tirte Buisun

1',l Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan
P€ngawas

Pengaturan mengenai Pedoman Penetapan
Penghasilan Dewan Pengawas

Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2024 lentang Pefl.rsahaan Umum Daerah
Tida Buisun

Bagian Perekonomian den
SDA Setda dan
Perusahaan lJmum Deerah
Tirta Bui6un

12 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Apalalur Sipil Negara diLingkungan Pemennteh
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026

Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaen Keuangan Daerah

BPKPD, B3g. Orgenisa6i ,

BKPSDM

13 Penjabaran Pertanggungjaweban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2025

Mengatur Terkait Penlabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Pemendagri 77 Tahun 2020 BPKPD

14 Penjabarun Porubahsn APBD Tahun Anggaran
2026

I\rengatur Terkeil Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026

Pemendagri 77 Tahun 2020 BPKPD

15 Penjabaran APBO Tahun Anggaran 2027 Mengatur Te*ait Penjaba6n APBD Tahun
Anggeran 2027

Pemendagri 77 Tahun 2020 BPKPD

16 Laporan Harta Kekayaen P€ny€lenggaran Neggra di
Lingkungan Pemenntah Oaereh

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di
Lingkungan Pemerintah Oaerah

PBraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaflaran,
P6ngumuman dan Pemeriksaan Harta
Keakyaan Penyelenggaran Negara

BKPSDM lnspektorat
Da€rah

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kasus kecurangan dalam benfuk lindgk pidana
korupsi maupun penyimpangan lainnya dapal
t€rjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaaan, pelapoitan,
pedanggungiawaban, dan pengawasan atas
poengelolaan keuangan daerah

Peralursn Pemenntah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
lntem Pemedntah

lnspektoral Daerah, BPKPD17



-statagi 

genenpan penilea6n fuiko k6clrangan
untuk pengendelian

PeratuEn Da€rah Kabupaten tana
Torale Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan keuangan daerah

18 Rencana Umum Penanaman Modal Pengaturan mengenai Rencana Umum
lVodal

Perpres Nomor 16 Tahun 20'12 tentang
Rencane Umum Penanaman Modal

DMPTSP

19 Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2027

Analisis Standar Belania dan Slandar Harqa Satuan
yang digunakan dalam perencanaan dan
Pelaksanaan APBD TA 2027

- Pemendagi No 90 Tahun 2019
- Pemenkeu No. 83/ P[,lK 02/2022
- Pemendagri No 77 Tahun292o
- Pemendagri No. 84 Tahun 2022

BPKPD

2a Pembentukan Organisai Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata K€ria UPT Labkesda
Pembentukan Organisai Tugas Pokok dan Fungsr

Serta Tatra Keria t PT Labkesda
Polalu6n Pemorintah Nomor 47 Tahun
2016 tenl,ang Fesilibs Pelayanan
Kesehat6n

Dina3 Ke3ehatan, dan Bagkm
Orlala

21 Pemb€nlukan Organrsai, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Teta Kerja UPT Puskesmas

Pembentukan Organisai Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT Puskesmas

Pe6turan Menlen Kesehatan Nomor 19

rahu^ 2024
Dims Kesahatan. dan Bagian
Onala

22 Pembentuian Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi

Serta Tata Keia IJPT Pe6ampahan
Pembentukan O€anisai, Tugas Pokok dan Fungsi

Serta Tata Ke4a UPT PersamPahan
Peraturan Bupali Nomor 20 Tahun 2023

OLH dan Esgian Orlala

23 Porubahan Atas Perbup Tana Toraja Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Upt Rsud Lakipadada Pada Oinas
Kesehatan

Pengaturan mengenai Perubahan Atas Perbup Tana

Toraja Nomor2S Tahun 2023 tentang Pernbentukan
Organisasidan Tata Keria Upt Rsud Lakipadada
Pada D nas Kesehatan

Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang
P6mbentukan dan Susunan Perangkat
Da6rah

RSUO Lakip8&& dan Bagian
Orlala

24 iedoman Filaksanaan BLUD RSUD Lakipadada Pengaturanmengenai Padom
BLUD RSUD Lakipadada

Pemendagri 79 Tahln 2018 tentang
Baden Layanan Umum Daerah

RSUO Lakipadada

25 PehksanCin Pemuinaen dan PerEawasan BLUO
Puskoames

Mengatur secara nnci tentang Pembenfukan tugas,
wewenang, langgung jawab serta tala keria dewan
pengawas BLUD Puskesmas

Pasel 22 ayat ('l) Per.nendegri 79 Tafuln
2018 tantang Badan layenan Umum
Oaorah

26 Penyusunan, pengajuan, p€netapan, p€rubahan

RBA ELUD
Pengaturan mangenai PenYUsunan
penetapan, perubahan RBA BLUD

p6ngajuan Pasal 64 ayat (3) Permendegri 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum
Da.rEh

27 tata cara tierli sama BLUD Puskesmas dengan
pihek lein

Pengaturan mengenaiTata cara ke{a sama BLUD
Puskesmas dengan pihak leln

Pasal 91 ayat (6) Permendagri 79 Tahun
20'18 tentang Badan Layanan Umum
Oaereh

2a Peraluran Pelaksanaan Perda Ksb Tane Toraia
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten lnklusidan
Perlindungan Penyandang Disabilitas

Peraturan Pelaksanaan Perde Kab. Tana Toraja
Nomor S Tahun 2023 tentang Kabupaten lnklusidan
Pedindunqan Penyandang Disabilitas

Perda Kab. Tana Torale Nomor 5 Tahun
2023 tentang Kabupaten lnklusidan
Perlrndungan Penyandang Oisabilitas

Dinas Sosial

29 Peraturen Polaksanaan Perda Kab. Tana Toraja
Nomor 5 Tahun 2022 bntang Rencana lnduk
Pembangunan Kepadwisataan Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2022-2030

Pe.ngaturin mengenai Peraturan P6laksenaan Perda
Keb. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 lentang
Rencana lnduk Pembangunan Kepanwisataan
Kebupaten Tana Toraja Tahun 2022_2030

Pefua Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun
2022 t€ntang Rencana lnduk
Pembangunan Kepadwisataan Kebupaten
Tana Toraie Tahun 2022-2030

Drnas Pariwisata



30 Rencana Detail Tate Ruang K€camatan
Mengkendek

Pengaturan mengenai Rencana D€ttilT6ta Ruang
Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan

izin pemanfaetan ruang s€rta mendorong
pembangunan berkelanjutan

Perda Kab Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Toraia

Dinas PUTR dan perangkal
daerah terkait

31 Rencana Detail Tala Ruang Kecamatan Makale Pengaturan mengenai Rencana DatailTala Ruang
Kecamatan Mongkendek sebagar dasar penelbitan

izin pemanfaalan ruang serta mendorong
p6mbangunan berkelanjutan

Perda Kab Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Toraje

Dinas PUTR dan perangkal
daelah te*ait

32 Rencane DetailTata Ruang Kecamatan llrakale
Utara

Pengaturan mengenai Rencana DetailTata Ruang
Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan

izin p€manfaatan ruang serta mendorong
pembengunan berkelanjutan

Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tena
Toraje

Dinas PUTR dan perangkal
daerah terkait

33 Rencana Detaillala RLrang Kecamatan Biltuang Pengatulan mengenai Rencana DetailTata Ruang

Kecamatan M6ngkendek sebagai dasar penerbitan

izin pemanfaatan ruang sorte mendorong
pembangunen berkelanjuten

Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Tora,a

Oinas PUTR dan perangkal
daerah terkait

34 Stendar Opelasional Prosedur Satuan Poli6i

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

-engaturanmengenaistandarOperesionalPrc6edur

Setuan Polis, Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operaslonal Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praje den Kode Etik
Polisi Pamong Praja

Satpol PP, Damkar dan
Penyelematan

35 Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupalen
Tor4a

ane Pengaturan m6ngenai Dokumen Kajian Risiko
Bencane Kabupaten Tana Toraja dan pemetaan

dae6h rawen bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana

BPBD dan p€rangkat
daerah terkail

36 Pedoman Penyel€nggaraan Persandian unluk
pengamanan lnforrmasi di Lingkungan Pemerintah
Oaerah

Kebilakan Femerintah Daerah dalem hal iata kelole
persandian, manajemen SDM persandian, hubungan
komunikasi sandi anlar porengkat daerah,
pengelolaan informasi betkalsifikasi op€rasional
persandian dan moneY dan

Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019
tenaiang Pedoman Penyelenggaraan
Persandian unluk p6ngamanan lnforfinasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Drskominfosan

37 Slstem Manajemen Keamanan lnfomasi Pedornan atau Kebijakanpemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan keemanan informasi pada

instans pemerintah meirpun sektor publik dan

Peraturan BSSN Nomor4 Tahun 2021
tentang Podoman Manajemen Ke6manan
lnfomasi Sistom Pemerintahan B€rbasis
Eleklronik dan Stendar Teknis dan
Prosedur Keamanan Sisbm Pemerintahan
Berba6i6 Elektronik

Diskomrnfosan

Pedoman Penyelenggaraan Statistrk Soktoral
Daerah

Xebijakan P6mda dalam penyelenggarean statistik
s€kloEl terkaitprinsip clasar, slandar, prosedur dan
kritena

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 4 Tahun 20'19 tentang Pedoman
Penyusunan Slandar Operasional Prosedur
di Lingkungan Badan Siberdan Sandi
Negara

Diskominfosan

3S Pembentukan Oeanisasi dan Tata Keria Unit
Pelaksana TeknB Balai Benih lkan Sangalla'pada
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Balai Benih lkan Sangalla' pada

Dinas Peikanan dan Ketahanan Pangan

Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2022
tenlang Perubahan Ates Peraluran OaeEh
Nomor t0 Tahun 2016 tentang
Pembonlukan dan Susunan Porangkat
Daerah

Dinas Pertanian, Perikenan,
dan Ketshanan Pangan, dan
Begian Ortala



40 Pembefltukan Organisasi dan Tata Keria Unit
Pela(sana Teknrs Balar Latihan Kerja peda Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pembentukan Organisasr dan Tata K6rja lJnrt
Pelaksana Teknis Balai Lathan Kerja pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangan

Peraturan Peme ntah (PP) Nomor 31

lahun 2006 tentang Sistem Pelatlhan Kerja
Nasional

Dinas Tenaga Kerja dan
Tran6migrasi dan Bagian
Orlala

41 Lembaga Kemasyarakat Lembang/Kelurahan Persyaratan pembentukan rukun tetangga di bawah
wilayah lingkungan dan kelurahan

Permendagra Nomor 18 Tahun 2028
tenlang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa

DP[41dan Bagran

42 Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Sanggalla' Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
P€nega6an Batas Desa

DPML

Peta Batas Lembang Dalam K6camat3n Sanggalla'
Uta€

Peta Batas Lembang oalam Kecamatan Sanggalla'
Utara

Permendagd Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

44 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'
Selatan

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'
Selatan

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapen dan
Penegasan Batas Desa

DPML

45 Peta Batas Lembang Lea Kecamatan lllakale Peta Batas Lambang Lea Kecamatan Makale Permendagd Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedornan Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPI\,IL

46 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale
Selatan

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan l\rakale
Selatan

Permendagri Nofior 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

47 Pete Batas Lembang Dalam Kecamatan
I\/engkendek

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan
Mengkendek

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan B6tas Desa

DPML

48 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan
Gandangbatu Sillanan

Peta gatas Lembang Dalam Kecamatan
Gandangbatu Sillanan

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

49 Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Rantetayo Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

50 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kura Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Pen€gasan Batas Desa

DPML

51 Peta Balas Lembang Oalam Kecametan Rembon Pela Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPi,,lL

52 Feia Batas L€mbang Dalam Kecamatan Malimbong
Balepe'

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan l\,lalimbong
Balepe'

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapen dan
Penegasan Balas Desa

DPML

53 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Salupulii Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
lentang Pedoman Penetapan den
Penegasan Batas Desa

DPML

54 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang Permendag Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Pon€gasan Eatas Desa

DPML



Peta Balas Lembang Dalam Kecamatan Masanda55 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda Permendagn Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapen dan
Penegasan Batas Desa

DPML

Peta Balas Lembang Dalam Kecamatan Rano56 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPT/lL

Peta Balas Lembang Oalam Kecamatan
Bonggakaradeng

57 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan
Eonggakaradeng

P6rmendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang58 Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Simbuang Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPIT,,IL

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak59 P6ta Balas Lembang Dalam Kecamatan luappak Permendagn Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML

Perubahan alas Analisis Standar Belanja dan
Standar Harga Satuan TA 2026

- Perpres 72 Tahun 2025
- Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022
- Pemendagri No. 77 Tahih 2020
- Pemendagri No. 84 Tahun 2022

60 Perubahan Atas Peraturan BupatiTana Nomor 19
Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

BPKPD

Panduan Sistem Penerimaan Murid Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama dr Kabupaten Tana To.eta

61 Panduan Sislem Penerimaan Murid Baru pada
Taman Kanak-kanak. Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama

Permen Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem
Penerimaan l\,,lurud Baru

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pengelol6an, Pedindungan dan Pemanfaatan
Kekayaan lntelektual

62 Pengelolaan Pedindungan dan Pemanfaatan
Kekayaan lntelektual

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Bagian
Hukum

Penyeslaian beberapa kentuan peraturan
perundan9-undangan mengenai dese

63 Perubahan Atas Peraturan BupatiTana Nomor 13
Tahun 2019 €ntang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I
Tahun 2015 tentang Teta Cara Pencalonan,
Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepla
Lembang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2026 ,Peraturen Oaerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan
dan Pembe.hentian Kepla Lembang.

OPML

Penyesuaian dan perubahan tarif retribusiu Perlbahan Tarif Retribusi Perda Kab. Tana ToEja Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak dan RetribusiDaerah

BPXPD

Pengaturen pedoman Pengelolaan Cadangan
Paflgan Peme ntah Daerah

UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP 17
Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan Grzi, Perpres Nomor 125Tahun2022
tentang Penyelenqgaraan Cadangan
Panoan Pemenntah ,

65 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Drnas Pertanian Perikanan
dan Ketahanan Pangan
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